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BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 37.A
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa  sehubungan dengan adanya  perubahan

Mengingat : 1.

perhitungan kemampuan keuangan daerah Kabupaten
Lombok Utara dari kemampuan keuangan rendah ke
sedang, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan
Pasal 5 ayat {2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional maka perlu
melakukan penyesuaian terhadap besaran Tunjangan
Komunikasi Insentif (TKI), tunjangan reses, dan dana
operasional;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 3A Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok
Utara perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lombok Utara Nomor 37.A Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok
Utara.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4872);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis
Perwusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republikindonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangandan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan  PertanggungjawabanDana
Operasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 45);
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 65);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 37A TAHUN
2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DANADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAHKABUPATEN LOMBOK UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 37A Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Utara
(Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 37A) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :
a. Uang Representasi
1. Ketua Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus enam ratus
delapan puluh ribu rupiah);dan
3. Anggota Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah).
b. Tunjangan jabatan :
1. Ketua Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
2. Wakil Ketua Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh
enam ribu rupiah}; dan
3. Anggota Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
c. Uang paket :
1. Ketua Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Wakil Ketua Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu
rupiah); dan
3. Anggota Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah).
d. Tunjangan Badan Musyawarah :
1. Ketua Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah);
2. Wakil Ketua Rp. 152.500- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus
rupiah); dan
3. Anggota Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima
puluh rupiah).
e. Tunjangan Komisi
1. Ketua Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ributiga ratus
tujuh puluh lima rupiah);
2. Wakil Ketua Rp. 152.250- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus
lima puluh rupiah);
3. Sekretaris Rp. 121.800- (seratus duapuluh satu ribu delapan
ratus rupiah); dan
4. Anggota Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima

puluh rupiah).
T oA



f. Tunjangan Badan Anggaran :

1. Ketua Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delpan ribu tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah);

2. Wakil Ketua Rp. 152.250- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus
lima puluh rupiah); dan

3. Anggota Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima
puluh rupiah).

g. Tunjangan Badan Kehormatan :

1. Ketua Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah);

2. Wakil Ketua Rp. 152.250- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus
lima puluh rupiah}; dan

3. Anggota Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima
puluh rupiah).

h. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah:

1. Ketua Rp. 228.375,- {dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah);

2. Wakil Ketua Rp. 152.250- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus
lima puluh rupiah); dan

3. Anggota Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima
puluh rupiah).

i. Tunjangan Alat Kelengkapan lain (Pansus, Gabungan Komisi atau
nama lain) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan
melaksanakan tugas:

1. Ketua Rp. 228.3735,- (dua ratus dua puluh delapanribu tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah);

2. Wakil Ketua Rp. 152.250- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus
lima puluh rupiahj;

3. Sekretaris Rp. 121.800- (seratus duapuluh satu ribu delapan
ratus rupiah); dan

4. Anggota Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima
puluh rupiah).

(2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan :

a. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI):

1. Ketua Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Wakil Ketua Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu
rupiah);dan

3. Anggota Rp. 10.500.000,- {sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

setiap melaksanakan reses:
1. Ketua Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu
rupiah);
3. Anggota Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiahj;
(3) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya
diberikan kepada pimpinan dan anggota yang melakukan reses.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua
DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional
yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua
DPRD sehari-hari.
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(2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. Ketua sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu
rupiah); dan

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu
rupiah).

(3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua
biaya atau disebut lumpsum; dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional
lainnya.

(4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun
anggaran berkenaan.

(5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan
pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus
memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

3. Diantara Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 9A
sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal OA

Pembayaran tunjangan komunikasi insentif (TKI), tunjangan reses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan dana operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai akibat dari
peningkatan pengelompokan kemampuan keuangan daerah, terhitung sejak
bulan Januari Tahun 2018.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Februari 2018

/ BYPATI LOMBOK UTARA, g}

{ H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

7=y ——

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 26



